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Abstrak 

 
  Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut dan dikenakan atas penyerahan 

 Barang Kena Pajak. Pajak ini dipungut melalui Faktur Pajak. Selisih antara pajak masukan  dan 

 pajak keluaran merupakan pajak pertambahan nilai yang terutang dan harus disetor ke kas 

 negara. Perhitungan pajak yang terutang yang harus dibayar oleh perusahaan harus  disesuaikan 

 dengan peraturan perpajakan. 

  Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui pemungutan pencatatan dan PPN PT. Kembang 

 Jawa Permai (2) Untuk mengetahui penerapan PPN PT. Kembang Jawa Permai telah sesuai 

 dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, 

 menggunakan metode wawancara,  observasi, dan dokumentasi Dalam memperoleh data penulis 

 menggunakan teknik pengumpulan data penelitian lapangan secara langsung. Jenis data yang 

 digunakan adalah data primer dan data sekunder. 

 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Kembang Jawa Permai belum sepenuhnya 

menerapkan PPN sesuai dengan ketentuan perpajakan berlaku. Dengan masih adanya 

keterlambatan pelaporan PPN. 

 

 
 Kata Kunci : evaluasi, pemungutan, pencatatan, pelaporan, dan  pajak pertambahan nilai. 

 

I. LATAR BELAKANG 

 Tujuan negara secara umum yaitu 

memperluas kekuasaan, 

meyelenggarakan ketertiban, serta 

mencapai kesejahteraan umum  bagi 

rakyatnya. Itulah sebabnya maka 

negara harus bergerak aktif dan turut 

campur tangan dalam  bidang  

kehidupan masyarakat,  terutama  

dibidang  perekonomian  guna  

tercapainya  kesejahteraan  bagai 

masyarakat. Untuk mencapai dan 

menciptakan masyarakat yang 

sejahtera dibutuhkan biaya-biaya 

yang cukup besar. Salah satu sumber 

pendapatan negara yang utama adalah 

sektor pajak. Pajak merupakan 

kewajiban yang harus  dibayar  oleh  

masyarakat  baik  pribadi  maupun  

badan  dari  pendapatan  atau 
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penghasilannya kepada pemerintah 

yang ditujukan untuk kegiatan 

pembangunan di segala bidang. 

 Pajak  yang berlaku di  Indonesia 

dapat di bedakan menjadi pajak pusat 

dan pajak daerah.  Pajak  pusat  

adalah  pajak  yang  ditetapkan  

Pemerintah  Pusat  melalui Undang-

Undang  yang wewenang  

pemungutannya  ada  pada  

Pemerintah  Pusat dan  hasilnya  

digunakan  untuk  membiayai  

pengeluaran  Pemerintah  Pusat  dan 

pembangunan. Pajak yang  dikelola  

oleh  Pemerintah  Pusat  yaitu, Pajak 

penghasilan (PPh), Pajak bumi dan 

bangunan (PBB), Pajak pertambahan 

nilai (PPN), Bea materai, Pajak 

penjualan atas barang mewah, Pajak 

migas dan Pajak ekspor (Supramono 

dan Damayanti:2010). 

   Pajak  daerah  adalah  kontribusi  

wajib  kepada  daerah  yang  terutang  

oleh orang  pribadi  atau  badan  yang  

bersifat  memaksa  berdasarkan  

undang-undang,  dengan  tidak 

mendapatkan  imbalan  secara  

langsung, dan  digunakan untuk  

keperluan  daerah  bagi  sebesar-

besarnya  kemakmuran  rakyat. Pajak 

yang  dikelola  oleh  Pemerintah 

daerah yaitu Pajak kendaraan 

bermotor, Pajak reklame, Pajak radio 

dan Pajak hotel  Dengan demikian,  

pajak  daerah  merupakan  iuran  

wajib  pajak  kepada  daerah  untuk 

membiayai  pembangunan  daerah.  

Pajak  daerah  ditetapkan  dengan  

undang-undang  yang  

pelaksananaanya  untuk  di  daerah  di  

atur  lebih  lanjut  dengan peraturan 

daerah. 

 Pajak  Pertambahan  Nilai 

merupakan  pajak pusat yang dananya  

ditarik dan masuk ke kas negara. 

Sesuai dengan naman ya pajak 

pertambahan nilai ,  dikenakan  atas  

setiap pertambahan nilai dari barang 

atau  jasa dalam peredarannya dari 

produsen ke konsumen. Pertambahan  

nilai  itu  sendiri  timbul  karena  

dipakainya  faktor-faktor  produksi  

disetiap  jalur  produksi  dalam  

menyiapkan,  menghasilkan, 

menyalurkan, dan memperdagangkan 

barang atau pemberian  jasa kepada 

para konsumen. Pajak pertambahan 

nilai termasuk jenis pajak tidak 

langsung, maksudnya pajak tersebut 

disetor oleh pihak lain (pedagang) 

yang bukan penangung jawab pajak 

dengan kata lain, penangung jawab 

pajak (konsumen) tidak menyetorkan 

langsung pajak yang ia tanggung. 

Mekanisme pemungutan, pencatatan 

dan pelaporan pajak pertambahan 
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nilai ada pada pihak pedagang 

sehingga muncul istilah pengusaha 

kena pajak (PKP). 

   Undang-Undang Perpajakan 

Republik Indonesia No.8 Tahun 1983 

sebagaimana yang telah diubah 

dengan Undang-Undang No. 42 

Tahun 2009 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai barang dan jasa 

dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah, menyatakan bahwa tarif 

pajak pertambahan nilai  dikenakan 

sebesar 10%, Tarif Pajak 

Pertambahan Nilai sebesar 0%  (nol 

persen) diterapkan atas ekspor Barang 

Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang 

Kena Pajak, jumlah  tagihan  atau  

dari  jumlah  yang  seharusnya  

ditagih  nantinya yang dipungut 

tersebut akan  

  PT. Kembang Jawa Permai 

adalah salah satu perusahaan yang 

bergerak dibidang Penjualan 

kendaraan sepedah motor, salah 

satunya perdagangan sepeda motor 

Honda. Sebagai perusahaan yang 

maju di Kabupaten Kediri PT. 

Kembang Jawa Permai tentu 

mempunyai kewajiban dalam 

Perpajakan, Karena keberadaannya 

sangat berpengaruh terhadap 

kelangsungan perekonomiann negara, 

maka Pemungutan, Perhitungan dan 

Pelaporannya harus dilakukan dengan 

benar dan sesuai dengan ketentuan 

perpajakan Undang–Undang No 42 

Tahun 2009  yang berlaku di 

Indonesia. 

  Fenomena  yang menarik bagi 

peneliti yaitu melihat dari prosedur 

Pemungutan, Pencatatan dan 

pelaporan yang kemudian akan 

dievaluasi oleh peneliti, berdasarkan 

pernyataan wawancara dengan bagian 

administrasi perpajakan perusahaan 

tersebut dalam Penerapan perhitungan 

atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

pada lawan transaksi atau konsumen 

NON PKP diberlakukan sama dengan 

konsumen yang berstatus PKP, 

namun pungutan tersebut tidak dicatat 

dalam kolom “faktur yang 

digunggung “ dalam laporan SPT 

Masa-nya, sedangkan pencatatan PPN 

nya hanya memasukkan Pajak 

masukan dari perusahaan yang 

menerbitkan Faktur Pajak dan 

mengeluarkan faktur pajak hanya 

pada lawan transaksi PKP saja 

akibatnya perusahaan tersebut selalu 

mengalami  “Lebih Bayar” secara 

terus menerus. Dan berdasarkan 

wawancara tersebut beliau 

memaparkan bahwa pelaporan pajak 

terutangnya sudah dilakukan namun 

seringkali terjadi keterlambatan 
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pelaporan akibatnya saat meminta 

Nomor seri faktur pajak yang 

digunakan untuk menerbitkan faktur 

pajak mengalami penolakan oleh 

sistem Direktorat Jenderal 

Perpajakan. 

Manarisip (2013) melakukan 

penelitian dengan judul Evaluasi 

Perhitungan, Pencatatan, Pelaporan 

PPN PT. Swa Karya Muda 

Balikpapan. Bertujuan untuk 

mengetahui apakah perhitungan, 

pencatatan dan pelaporan Pajak 

Pertambahan Nilai pada PT. Swa 

Karya Muda Balikpapan telah sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah NO. 1 

Tahun 2012 dan No. 18 tahun 2000. 

Penelitian ini dilakukan dengan 

mengugunakan metode deskriptif. 

Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa perhitungan, pencatatan dan 

pelaporan PPN pada PT. Swa Karya 

Muda sudah sesuai dengan peraturan 

pemerintah. Persamaan dalam 

penelitian ini adalah mengevaluasi 

PPN.Sedangkan perbedaannya objek 

penelitian dan bidang usaha yang 

berbeda. 

  Berdasarkan latar belakang 

yang dipaparkan diatas terkait dengan 

permasalahan dan pokok bahasan 

tersebut ,maka penulis tertarik untuk 

meneliti tentang pentingnya 

pemahaman atas peraturan Undang-

Undang 42 Tahun 2009  yang berlaku 

atas Pajak pertambahan nilai, Hal 

tersebut menjadi alasan penyusunan 

skripsi dengan judul “Evaluasi 

Penerapan Prosedur Pemungutan, 

Pencatatan Dan Pelaporan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) Studi 

Kasus Di PT. Kembang Jawa 

Permai. 

 

II. METODE 

A. Pendekatan dan Teknik 

Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini 

peneliti menggunakan metode 

kualitatif. Menurut (Moleong, 

2007:6), metode penelitian 

kualitatif merupakan metode 

penelitian yang digunakan 

untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-

kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah 

dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode ilmiah Teknik 

pengumpulan data dilakukan 

dengan triangulasi, Kecukupan 

referensial guna mendalami 
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fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian 

 

2. Teknik Penelitian 

Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan teknik 

deskriptif kualitatif yang 

dimaksudkan untuk 

menjelaskan/ menjabarkan  

hasil informasi yang telah 

diperoleh sesuai fakta di 

lapangan. Selain itu, dengan 

pendekatan studi kasus 

diharapkan dapat diungkapkan 

situasi dan permasalahan yang 

dihadapi dalam Perpajakan 

PT. Kembang Jawa Permai. 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian 

kualitatif instrumennya adalah 

peneliti itu sendiri. Peneliti 

bertindak sebagai observer dan 

interviewer terhadap informan di 

lapangan untuk mendapatkan 

data yang komprehensif , sebagai 

pengambil data dokumentasi, dan 

bertanggung jawab penuh atas 

kevalidan dan keabsahan hasil 

penelitian. 

 

 

 

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Adapun lokasi Penelitian 

ini dilaksanakan dikantor pusat 

PT Kembang Jawa Permai yang 

terletak di Jl Soekarno Hatta No 

138. Tepus Kabupaten Kediri 

provinsi Jawa timur. Penelitian 

dilaksanakan pada bulan april 

sampai dengan bulan mei 2018. 

Pemilihan lokasi ini dilakukan 

secara sengaja dengan 

pertimbangan bahwa PT. 

Kembang Jawa Permai 

merupakan perusahaan salah satu 

perusahaan ternama sehingga 

terdapat Kontribusi Pajak yang 

tinggi dan ada masalah yang 

dapat dijadikan topik penelitian 

yaitu terkait Evaluasi Penerapan 

Prosedur Pemungutan, 

Pencatatan Dan Pelaporan Pajak 

Pertambahan Nilai. 

Penelitian ini akan 

dilaksanakan dalam waktu 3 

bulan, terhitung dari  bulan April 

sampai dengan Juni 2018. 

 

D. Tahapan Penelitian 

 Tahap-tahap yang harus 

dilalui apabila melakukan 

penelitian kualitatif adalah  

1. Menetapkan fokus 

Penelitian kualitatif 
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mendasarkan pada  logika  

berfikir induktif sehingga 

perencanaan penelitiannya 

bersifat sangat fleksibel. 

2. Menentukkan setting dan 

subjek Penelitian Sebagai  

sebuah  metode  penelitian  

yang  bersifat  holistis,  

setting penelitian  dalam  

penelitian  kualitatif 

merupakan  hal  yang  

sangat penting dan  telah 

ditentukan ketika 

menetapkan  fokus 

penelitian. Seting dan 

subjek penelitian 

merupakan suatu kesatuan 

yang telah ditentukan 

sejak awal penelitian. 

3. Pengumpulan Data, 

pengolahan data, dan 

analisis data. Penelitian  

kualitatif  merupakan  

proses  penelitian yang 

berkesinambungan  

sehingga  tahap  

penngumpulan data,  

dalam penelitian  kualitatif  

pengolahan  data  tidak 

Pengolahan data, dan 

analisis data dilakukan 

secara bersamaan selama 

proses penelitian. Dalam 

penelitian kualitatif 

pengolahan data  tidak 

harus dilakukan. 

 

E. Sumber Data 

Terdapat beberapa data 

yang digunakan dalam penelitian 

ini. Adapun jenis data yang 

digunakan adalah: 

1. Data Primer 

  Adapun Menurut 

Sugiyono (2012: 137) yang 

menyatakan bahwa : “Sumber 

primer adalah sumber data yang 

langsung memberikan data kepada 

pengumpul data”. Data primer 

Dalam penelitian ini merupakan 

Hasil dari wawancara. 

2. Data Sekunder 

 menurut Sugiyono 

(2012: 137) adalah ”Sumber 

data yang tidak langsung 

memberikan data kepada 

pengumpul data, misalnya 

lewat orang lain atau lewat 

dokumen”. 

 Data sekunder antara 

lain disajikan dalam bentuk 

data-data, dokumen, tabel-

tabel mengenai topik 

penelitian. Dalam penelitian 

ini ialah SPT Masa Pajak. 
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F. Prosedur Pengumpulan Data 

Ada beberapa prosedur yang 

dilaksanakan dalam pengumpulan 

data, yaitu: 

1. Teknik Wawancara 

Menurut Sugiyono 

(2016:231), wawancara 

merupakan pertemuan dua 

orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui 

tanya jawab. 

Dalam penelitian ini, 

peneliti melakukan 

wawancara dengan admin 

pajak PT. Kembang Jawa 

Permai dengan  serangkaian 

Tanya jawab dalam kajian 

tentang pemungutann 

,pencatatan dan pelaporan 

pajak pertambahan nilai pada 

PT Kembang Jawa Permai 

kepada bagian perpajakan 

untuk mendapatkan informasi 

yang berhubungan dengan 

penulisan karya ilmiah 

tersebut 

2. Teknik Pengamatan 

Menurut Sugiyono 

(2013:145) mengemukakan 

bahwa, observasi merupakan 

suatu proses yang kompleks, 

suatu proses yang tersusun 

dari berbagai proses biologis 

dan psikhologis. Dua di antara 

yang terpenting adalah proses-

proses pengamatan dan 

ingatan Dalam penelitian ini, 

peneliti hadir ke lapangan 

kemudian mengamati 

bagaimana Prosedur yang 

dilakukan di PT Kembang 

Jawa Permai . 

3. Teknik Dokumentasi 

Menurut Sugiyono 

(2013:240) dokumen 

merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, 

gambar, atau karya-karya 

monumental dari seorang. 

 Dalam penelitian ini, 

dokumentasi diperoleh dari 

SPT Masa Pajak, Daftar 

Rekapitulasi Kendaraan 

Bermotor , Faktur Pajak 

Masukan dan Faktur Pajak 

Keluaran. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Menurut Kuncoro (2009: 185) 

ngkah-langkah dalam analisis data 

sebagai berikut: 

1. Tahap pertama, 

mengumpukan data dari PT 

Kembang Jawa Permai hal 

ini merupakan langkah 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Ika Vivi Agustiani|14.1.02.01.0264 
Fakultas Ekonomi – Prodi Akuntansi 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 7|| 

 
 

awal untuk mengetahui 

keadaan perusahaan 

terutama keadaan 

perpajakan dari perusahaan 

itu sendiri. Langkah 

selanjutnya penulis 

membahas akan data-data 

yang telah dikumpulkan, 

melihat bagaimana keadaan 

keuangan perusahaan 

khususnya laporan 

penjualan dan pembelian 

yang dilakukan oleh 

perusahaan yang kaitannya 

dengan pajak pertambahan 

nilai yang akan di bahas 

oleh peneliti. 

2. Tahap kedua, penulis 

membadingakn 

mengevaluasi atas hasil 

data yang telah didapatkan 

dengan Undang-Undang 

perpajakan yang berlaku 

apakah sudah sesuai atau 

tidak. 

3. Tahap ketiga,penulis 

menarik kesimpulan dari 

bahasan atas evaluasi yang 

telah dilakukan oleh 

peneliti dalam tahapan 

sebelumnya. 

4. Tahap akhir, yang 

dilakukan peneliti yakni 

memberikan saran jika 

ditemukan suatu yang 

seharusnya diperbaiki 

kepada perusahaan.agar 

menjadi lebih baik lagi dari 

sebelumnya. 

 

H. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Meolog (2007;330)  

menyatakan bahwa “triangulasi 

adalah teknik pemeriksaan keabsahan 

data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain”. 

Di dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan triangulasi 

sumber, triangulasi metode, dan 

triangulasi teori. Dengan teknik 

triangulasi dengan sumber, peneliti 

membandingkan hasil wawancara 

yang diperoleh dari masing-masing 

sumber atau informan penelitian 

sebagai pembanding untuk mengecek 

kebenaran informasi yang didapatkan. 

Selain itu peneliti juga melakukan 

pengecekan derajat kepercayaan 

melalui teknik triangulasi dengan 

metode, yaitu dengan melakukan 

pengecekan hasil penelitian dengan 

teknik pengumpulan data yang 

berbeda yakni wawancara, observasi, 

dan dokumentasi sehingga derajat 

kepercayaan data dapat valid. 

Kemudian peneliti menggunakan 
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triangulasi teori, di mana rumusan 

informasi yang dihasilkan dari 

penelitian selanjutnya dibandingkan 

dengan teori yang relevan untuk 

menghindari bias individual peneliti 

atas temuan atau kesimpulan yang 

dihasilkan. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Hasil Penelitian dan 

Pembahasan 

Pemungutan pajak 

pertambahan nilai. 

 Angka 12 pasal 11 ayat (1) 

Pemungutan Pajak  Pertambahan  

Nilai dan Pajak Penjualan atas 

barang mewah. 

 Pemungutan Pajak  

Pertambahan  Nilai  pada PT. 

Kembang Jawa Permai, 

dilakukan saat melakukan 

penyerahan Barang  Kena 

Pajak (BKP), dengan Memungut 

Pajak Pertambahan Nilai sebesar 

10% (sepuluh persen) dan 

dikalikan dengan dasar 

pengenaan pajak (DPP) atas 

penyerahan Barang Kena Pajak  

kemudian menyetorkan Pajak 

Pertambahan Nilai 

 Evaluasi dalam penelitian 

menunjukan bahwa objek yang di 

teliti mengikuti ketentuan sesuai 

dengan Undang –Undang No.42 

Tahun 2009 

 

Pencatatan faktur pajak 

pertambahan nilai. 

 Pasal 1 ayat (23) pencatatan 

faktur pajak. 

 Kegiatan yang dilakukan oleh 

PT. Kembang Jawa Permai 

sebagai PKP melakukan transaksi 

penyerahan barang kena pajak PT. 

Kembang Jawa Permai mebuat 

faktur pajak, atas transaksi 

tersebut. Terdapat pajak masukan 

dan pajak keluaran Namun karna 

hanya lawan transaksi tertentu 

yang meminta faktur pajak 

masukan dan pajak keluaran 

Namun karna hanya lawan 

transaksi tertentu yang meminta 

faktur pajak, hal tersebut menjadi 

konflik internal yang menganggu 

kinerja perusahaan yang 

berpengaruh besar terhadap SPT 

Masa PPN 

 Evaluasi dalam penelitian 

menunjukan bahwa terdapat 

konflik internal yang pada objek 

yang di teliti, dimungkinkan akan 

berkepanjangan karna menjadi 

kebiasaan perusahaan tersebut 

tidak membuat faktur pajak 

standar yang sesuai, karena 
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merupakan PKP yang 

berkewajiban memungut pajak 

pertambahan nilai yang disebut 

juga pajak keluaran. 

 

Perhitungan pajak 

pertambahan nilai. 

  Pasal 7 ayat (1) Tarif pajak 

 pertambahan nilai sebesar 10% 

 Menurut Mardiasmo (2011:288) 

 Pajak  Pertambahan Nilai 

 yang terutang  dihitung 

 dengan cara mengalihkan 

 Tarif Pajak  Pertambahan 

 Nilai (10%  atau 0% untuk 

 ekspor Barang  kena Pajak) 

 dengan Dasar  Pengenaan 

 pajak yang  meliputi harga 

 Jual,  Penggantian, Nilai 

 Impor,  Nilai Ekspor, atau 

 Nilai lain. 

 Pembayaran atas penyerahan 

Barang Kena Pajak dan/atau 

penyerahan Jasa Kena Pajak, 

Pajak Pertambahan Nilai yang 

terutang adalah 10% dari harga 

atau pembayaran atas penyerahan 

Barang Kena Pajak dan/atau 

penyerahan Jasa Kena Pajak. 

Dalam hal penyerahan Barang 

Kena Pajak, penghitungan Pajak 

Pertambahan Nilai menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

Pajak Pertambahan Nilai = Tarif 

Pajak x Dasar Pengenaan Pajak 

 Evaluasi dalam penelitian 

Penelitian ini menunjukan objek 

penelitian telah melakukan 

penghitungan pajak pertambahan 

nilai yang sesuai dengan 

peraturan Undang – Undang N0 

42 tahun 2009 yaitu sebesar 10%. 

 

Pelaporan pajak pertambahan 

nilai. 

 Angka (11) pasal 9 ayat (8) 

huruf I sesuai dengan sistem 

assessment pengusaha kena pajak 

wajib melaporkan seluruh 

kegiatan usahanya dalam surat 

pemberitahuan masa pajak.  

 Dalam melaporkan dan 

membayar Pajak Pertambahan 

Nilai tidak selalu tertib dalam arti 

pernah mengalami terlambat 

dalam melaporkan  dan 

membayar PPN, menurut 

wawancara peneliti dengan 

petugas Administrasi Perpajakan 

di sebabkan dari faktor internal 

perusahaan selain itu juga dari 

sistem elektronik yang sering kali 

mengalami eror saat melakukan 

penyetoran pembayaran Namun 

SPT Masa PPN PT Kembang 

Jawa Permai telah diisi dengan 
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lengkap, benar, jelas dan bersih 

dari coret. 

 Evaluasi dalam penelitian 

Dari hasil penelitian tersebut 

merupakan  dampak negatif 

dari keterlambatan dalam 

pembuatan Faktur Pajak yang 

kemudian berpengaruh pada 

pengisian SPT Masa PPN 

sehingga terjadi keterlambatan 

saat peyetorandan pelaporan 

pajak pertambahan nilai. 

 

Mekanisme Pajak 

Pertambahan Nilai menurut 

Mardiasmo (2011) 

  Dalam Prosedur  

Pemungutan, Pencatatan dan 

Pelaporannya saat 

membeli/memperoleh BKP/JKP, 

akan dipungut PPN oleh PKP 

penjual. Bagi pembeli, PPN yang 

dipungut oleh PKP penjual yang 

merupakan pajak masukan bagi 

PT. Kembang Jawa Permai, saat 

menjual/menyerahkan BKP/JKP 

kepada pihak lain, wajib 

memungut PPN. Bagi penjual, 

PPN tersebut merupakan Pajak 

Keluaran. Sebagai bukti telah 

memungut PPN, PKP penjual 

wajib membuat faktur pajak. 

pajak kurang bayar atau lebih 

bayar perusahaan juga pernah 

mengalami hal seperti itu, terjadi 

lebih bayar jumlah Pajak 

Keluaran lebih kecil dari pada 

jumlah Pajak Masukan sehingga 

selisih nya dapat diretitusikan ke 

masa pajak berikutnya kemudan 

untuk Pelaporan perhitungan 

PPN menggunakan Surat 

Pemberitahuan Masa Pajak 

Pertambahan Nilai (SPT Masa 

PPN) yang kemudian dilaporkan 

ke pihak pajak. 

  Evaluasi dalam penelitian 

Dari hasil penlitian Mekanisme 

Pajak Pertambahan Nilai yang 

ada pada PT. Kembang Jawa 

Permai dapat dikatakan sudah 

sesuai dengan teori yang ada. 

perusahaan juga pernah 

mengalami hal seperti itu, terjadi 

lebih bayar jumlah Pajak 

Keluaran lebih kecil dari pada 

jumlah Pajak Masukan sehingga 

selisih nya dapat diretitusikan ke 

masa pajak berikutnya kemudan 

untuk Pelaporan perhitungan 

PPN menggunakan Surat 

Pemberitahuan Masa Pajak 

Pertambahan Nilai (SPT Masa 

PPN) yang kemudian dilaporkan 

ke pihak pajak 
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B. Kesimpulan 

1. Prosedur pemungutan, 

pencatatan dan pelaporan di 

PT. Kembang Jawa Permai 

belum sepenuhnya sesuai 

dengan Undang-undang 

perpajakan untuk PPN.  

2. Hasil Evaluasi pemungutan, 

pencatatan dan pelaporan 

perusahaan dengan Undang-

undang dan  teori 

pengendalian internal masih 

ada beberapa komponen yang 

kurang sesuai. 

 

IV. PENUTUP 

Peneliti memberikan 

rekomendasi yang akan bermanfaat 

untuk mengatasi kelemahan– 

kelemahan yang terdapat dala sistem 

pengendalian internal untuk 

persediaan barang dagang pada PT. 

Kembang Jawa Permai. Adapun 

beberapa rekomendasi yang diberikan 

oleh peneliti antara lain: 

a. Perlu adanya pembaharuan 

sumber daya manusia (SDM) 

dibidang perpajakan guna 

meningkatkan kinerja 

perusahaan khusus nya 

internal perusahaan guna 

mencegah terjadinya masalah 

internal seperti keterlambatan 

pelaporan pajak. 

b. Pembaharuan pengetahuan 

guna memperbaharui 

pengetahuan dan wawasan 

admin pajak yang terkesan 

kurang berkembang, dengan 

mengikutsertakan Breavet 

pajak, hal tersebut pada akhir 

nya juga akan meningkatkan 

kinerja perusahaan dalam 

mengatur pajak baik pajak 

pertambahan nilai maupun 

pajak lainnya. 

V. DAFTAR PUSTAKA  

Kuncoro, M. 2009. Metode Riset 

Untuk Bisnis & Ekonomi. 

Jakarta: Erlangga 

Manarisip, J. 2013. 

Evaluasi Perhitungan, 

Pencatatatan, Pelaporan 

PPN PT. Swa  Karya 

Muda. Jurnal EMBA ISSN 

2303-1174  Vol.1, 

http://ejurnal.unsrat.ac.id/i

ndex.php/emba/article/vie

wFil/.../ Diakses 20 

November 2017 

 

Meolog, L.J. 2007. Metode 

Penentuan Kualitatif 

(Edisi Revisi), Bandung: 

Remaja Rosdakarya. 

http://ejurnal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/viewFil/.../
http://ejurnal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/viewFil/.../
http://ejurnal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/viewFil/.../


Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Ika Vivi Agustiani|14.1.02.01.0264 
Fakultas Ekonomi – Prodi Akuntansi 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 12|| 

 
 

 

Sugiyono. 2012. Metode 

Penelitian Kuantitatif 

Kualitatif dan R&D. 

Bandung: Alfabeta. 

 

Sugiyono, 2013, Metodelogi 

Penelitian Kuantitatif, 

Kualitatif Dan R&D. 

Bandung: Alfabeta 

 

Susana,  M.S. 2012. Evaluasi 

Penerapan Pemungutan 

Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) atas Jasa 

Pengiriman Pengiriman 

Paket Pada PT. Pos 

Indonesia  (PERSERO) 

Manado, Skripsi. (tidak di 

publikasi) FEB. 

Universitas Sam 

Ratulangi Manado 

 

Undang-Undang Nomor 28 

tahun 2007 tentang 

Ketentuan Umum Dan 

Tata Cara Perpajakan 

(UU KUP). Jakarta. 

 

Undang-Undang Republik 

Indonesia UU  No.42 

Tahun 2009 Tentang 

Perubahan Ketiga Atas 

Undang-Undang  Nomor 

8  Tahun 1983 Tentang 

Pajak Pertambahan Nilai 

Barang Dan Jasa Dan 

Pajak Penjualan Atas 

Barang Mewah. 

 

Wowor, E.R. 2015. Evaluasi Atas 

Penerapan Prosedur 

Pemungutan, Pencatatan 

dan Pelaporan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) 

Atas Jasa Pengiriman 

Paket Pada PT sentra 

Indiologis Utama 

Manado. Jurnal  Emba 

ISSN 2303-1774. 

Vol.3.Universitas Sam 

Ratulangi.http://ejournal.u

nsrat.ac.id/index.php/emb

a/arti cle/view/9253/8834. 

Dikses 20 November  

2017 

 

   

http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/arti%20cle/view/9253/8834
http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/arti%20cle/view/9253/8834
http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/arti%20cle/view/9253/8834

